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Wali Kota Perjuangkan Kebebasan

W
ALI Kota Bekasi 
Mochtar Moham-
ad menyerukan 
agar masyarakat 

HKBP, khususnya Gereja Pon-
dok Timur Indah (PTI) yang 
dilanda persoalan penyediaan 

rumah ibadah, segera menga-
jukan permohonan izin. 

“Saya berjiwa nasionalisme 
dan akan memperjuangkan 
kebebasan umat melakukan 
ibadah,” kata Mochtar saat 
menghadiri ibadah syukur HUT 
ke-65 RI dan doa keprihatinan 
yang digelar Huria Kristen 
Batak Protestan (HKBP) di 
GOR Patriot Bekasi, Jawa Barat, 
kemarin.

Pascapenyegelan tempat iba-
dah mereka di PTI, jemaat HKBP  
menggelar ibadah di Jalan Cike-
ting Asem. Di Ciketing pun 
sebenarnya mereka menda-
patkan penolakan dari ormas 
yang ada di daerah itu. Namun, 
HKBP akan tetap menggunakan 
lahan di Ciketing itu karena 

pemda pernah mengeluarkan 
kebijakan untuk mencari lahan 
lain yang merupakan milik pri-
badi. Agar penggunaan lahan 
itu menjadi legal, pihak HKBP 
diharapkan segera mengajukan 
izin kepada pemda setempat. 

Hadir dalam ibadah yang 
diikuti 3 ribu jemaat HKBP itu  
perwakilan dari Jaringan Islam 
Liberal (JIL), Kong Fu Chu, 
Persatuan Gereja Indonesia 
(PGI), dan Majelis Budhayana 
Indonesia.

Dalam ibadah itu diba-
cakan pernyataan Ephorus 
(Pemimpin) HKBP bahwa Pera-
turan Bersama (Perber) Menteri 
Agama dan Menteri Dalam Ne-
geri yang menjadi dasar dalam 
pendirian rumah ibadah tidak 

sesuai dengan prinsip, jiwa, 
dan roh kebangsaan. “Perber 
tidak senapas dan tidak sejiwa 
dengan UUD 45 dan Pancasila,” 
katanya. 

Anggota DPR RI, Sjukur Na-
baban yang hadir dalam acara, 
menambahkan perber tidak 
bisa dijadikan patokan karena 
terbukti menyengsarakan umat. 
“Perber harus dihapuskan,” 
tandasnya.  

Kemajemukan DKI
Sementara itu, Gubernur DKI 

Fauzi Bowo menegaskan Jakarta 
sebagai ibu kota negara berpen-
duduk majemuk dan plural. 
Kemajemukan dan pluralisme 
itu malah perlu dijaga menjadi 
aset yang penting di DKI.

“Kalau ada orang, kelompok, 
atau pihak mana pun itu tidak 
suka dengan plularisme dan 
kemajemukan Jakarta berarti 
orang itu anti-Ibu Kota atau 
tidak memahami Jakarta tempat 
tinggalnya,” kata Foke, sapaan 
akrab Fauzi dalam pengarah-
annya saat pembukaan Sidang 
Wilayah VI PGI Wilayah DKI 
Jakarta di Balai Agung DKI, 
kemarin.

Jakarta, lanjutnya, tidak bisa 
hidup hanya dihuni kelompok, 
suku, agama, dan golongan ter-
tentu. “Antikemajemukan dan 
pluralisme berarti tidak layak 
tinggal di Jakarta dan menghuni 
Ibu Kota,” tandasnya. (Ssr/J-2) 
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PENERTIBAN PAPAN REKLAME: Petugas Satpol PP dan pekerja 
menurunkan papan reklame di Jalan Sudirman, Jakarta, akhir pekan 
lalu. Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan penataan papan reklame di 
kawasan Sudirman-Thamrin.

Golda Eksa

HKBP prihatin masih 
terjadi gangguan 
dan hambatan 
dalam menjalankan 
ibadah serta 
mendirikan rumah 
ibadah.  


